














10.

Menetapkan:

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintali
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pen:erintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota ; '

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi,Pemerintah; '
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintauh Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Dewan Perwukilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembarg.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG.
- Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3,17 dan 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yarg dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
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10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan d«erah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
berkedudukan sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Rembang.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten
Rembang.

Kepala daerah adalah Bupati Rembang‘.

Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Rembang.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.

Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU adalah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang.

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang
mencerminkan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rembang.

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang
yang bersifat tetap dan dibentuk o.eh DPRD Kabupaten Rembang.

Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang
yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rerabang.

Badan Anggaran adalah alat kelengkepan DPRD Kabupaten Rembang
yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Renibang.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD
Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD
Kabupaten Rembang.

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yar.g
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang.

Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang berfungsi
untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota
DPRD yang ditetapkan oleh dar: untuk kepentingan intern anggota.

Kode Etik DPRD yang selanjutnva disebut Kode Etik adalah norma yang
wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
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untuk menjaga martabat, kehormatar, citra dan kredibilitas.
21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

22. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai beril:ut:

Pasal 3
(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan herkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

(2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai be:ikut:

Pasal 7
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /ber,anji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /ketua /wazkil
ketua DPRD Kabupaten Rembang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dergan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasa.- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-
sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentvingan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.”

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehinéga Fasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Jasal 8
(1) DPRD mempunyai fungsi:
a. Pembentukan peraturan daerch;
b. anggaran; dan
C. pengawasan.
(2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilaksanakan dengan cara:

a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak



menyetujui rancangan Perda;
b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
c. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah.

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana Jdimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang
akan dibuat dalam 1 (satu) tzhun anggaran.

(4) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), DPRD melakukan koordinasi dengan kepala
daerah. .

(5) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan
dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap
Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

(6) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
dengan cara:

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan
RKPD; |

b. membahas rancangan Perda ter.tang APBD,;

c. memboahas rancangan Perda ter.tang perubahan APBD;dan

d. membahas rancangan Perda tentang pertanggung’awaban pelaksanaan
APBD.

(7) Fungsi pengawasan sebagaimaria cdimaksud pada ayat (1) huruf c

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan perda dan perbub:

b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait
dengan peyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

(8) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di daerah.

(9) Dalam rangka melaksanakan fu.igsi sebagaimana pada ayat (1), DPRD

menjaring aspirasi masyarakat.
S. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbuny: sebagai berikut:
Pasal 9

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda bersama bupati;



b. membahas dan memberikan persetujuan raacangan Perda mengenai
APBD yang diajukan oleh Bupati;

c. melaksanakan pengawasan teriadap pelaksanaan Perda dan APBD;

d. memilih Bupati, apabila  bupati berhenti atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuutan
hukum tetap dan sisa masa jebatannya lebih dari 18(delapan belas )
bulan;

e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daeral kepada menteri dalam negeri me:alui
gubernur untuk mendapatkan peng'esahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasicnal di daerah ;

g memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah dacrah ;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahar daerah;

1. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan
daerah;

J. melaksanakan tugas dan wewznang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan
dengan kepentingan daerah.

(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ILar negeri yang
meliputi kerja sama propinsi, kabupaten “kembar”, kerja sama teknik
termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah,
kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 24

(1) Setiap anggota DPRD Daerah mempunyai hak mengajukan rancangan

peraturan daerah.



(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada

pimpinan DPRD dalam bentuk rancengan peraturan daerah disertai

penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat

DPRD.
(3) Usul prakarsa sebagaimana dimeksud pada ayat (2) oleh nimpinan DPRD

disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk

dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah,

pimpinan menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) d diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 37

(1) Alat kelengkapan DPRD Daerah terdiri atas:

a.

=
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Pimpinan;

Badan Musyawarah;

Komisi;

Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

Badan Anggaran;

Badan Kehormatan; dan

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

8. Keter.tuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian kelima berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasa. 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD

yang besifat tetap, dibentuk dalam rayat paripurna DPRD.



10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukar Peraturan Daerah

dibentuk pada permulaan masa keunggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 11

(sebelas) orang terdiri dari Fraksi PPartai Persatuan Pembangunan 2 (dua)

orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebaingkitan Bangsa 2

(dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 2 (dua)

orang,Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1(satu) orang, Fraksi Karya

Sejahteral (satu) orang dan Fraksi Harapanl (satu) orang.

(3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daeran ditetapkan

dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah

anggota komisi.

(4) Jumlah anggota Badan Pembeatukan Peraturan Daerah setara dengan

jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

(5) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-

masing fraksi.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal £4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Pimpinan Badan Pembentukan =Peraturan Daerah tferdiri atas 1 (satu)

orang hetua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota Badan Pembentukan Feraturan Daerah berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat.

(2) Sekretaris DPRD karena. jahatainya adalah sekretaris Badan

Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota.

(3) Masa jabatan pimpinan Badan Pemhentukan Peraturan Daerah paling

lama 2 2 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

(4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah

pada setiap tahun anggaran.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55

Badan Pembentukan Peraturan Dae:ah mempunyai tugas:



13.

a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang
memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta
alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkurigan DPRD;

b. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah
antara DPRD dan pemerintah dacrah;

c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah yang digjukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut
disampaikan kepada piinpinan DFRD;

e. memberikan pertimbangan terhedap rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi dari/atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan
peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan
Daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;

g memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang
sudah maupun yang helum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai

bahan oleh komisi pada masa keaiggotaan berikutnya.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (1!) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi
sebagai berikut:
. Pasal 67
(1)Jenis rapat DPRD terdiri atas:

a. rapat paripurna;

b. rapat paripurna istimewa;
c. rapat pimpinan DPRD;

d. rapat fraksi;

e. rapat konsultasi;

f. rapat Badan Musyawarah;
g. rapat komisi;

h. rapat gabungan komisi;



i. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah,;
k. rapat Badan Kehormatan

1. rapat panitia khusus;

m. rapat kerja;

n. rapat dengar pendapat; dan

o. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam

pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin

oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak

mengambil keputusan.

(4) Rapat pimpinan DPRD merupak«n rapat para anggota pimpinan DPRD

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan

(6)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

fraksi.

Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan
fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan
DPRD. '
Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua komisi.

Rapat gabungan komisi merupakan rapat anggota antar komisi yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota
Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin cleh ketua atau
wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badar Kehormatan
yang dipimpin oleh ketua atau waxil ketua Badan Kehormatan.

Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat
yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau

panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
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(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah

daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan

masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan

atau antara komisi, gabungan koinisi, atau panitia khusus dan masyarakat

baik lembaga/ organisasi kemasyearakatan maupun perorangan.

14. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasa! 80 berbunyi

sebagai berikut:

1]

Pasal 80

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a.

rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)dari jumlah
anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak
angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil
keputusan mengenai usul »emberhentian bupati dan/atau wakil
bupati;

rapat dihadiri oleh paling sed kit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk
menetapkan peraturan daerah dan APBD;

rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)dari jumlah anggota
DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dinyatakan sah apabila:

a.

disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlab anggota
DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a; :

disetujui oleh lebih dari % (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang
hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pad= ayat (1) huruf b;
disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaiinana dimaksud

pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada avet (1) tidak terpenuhi,

rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-

masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat
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paling lama 3 (tiga) hari atau samgai waktu yang ditetapkan oleh badan
musyawarah.

(5) Apabila setalah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan
memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah,
rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna tidak dapat
diulang lagi. ,

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk
menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan
penyelesaiannya diserahkan kepade gubernur,

(7) Yang dimaksud dengan “penyclesaiannya diserahkan kepada gubernur”
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penetapan peraturan
gubernur sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD yang sama
dengan tahun sebelumnya.

(8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juza terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf ¢, cara
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang

ditandatangani oleh pimpinan rapat.
15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

. Pasz] 83
(1) Rancangan peraturan dacrah dapst berasal dari DPRD atau kepala daerah.
(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah
disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3) Rancangan peraturan daerah ten:ang APBD, rancangan peraturan daerah
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki

naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah

akademik.
(4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan Daerah.
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10.

(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan
rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Peraturan

Daerah.
Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DFRD dapat diajukan oleh
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan
Peraturan Daerah. ‘

(2) Rencangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi,
gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusvl, dan diberikan
nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Rancangan peraturan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
pimpinan DPRD disampaikan kcpada Badan Pembentukan Peraturan
Daerah untuk dilakukan pengkajiin.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikai: hasil' kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat
paripurna DPRD.

(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh
pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasen;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memterikan pancdangan;dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota
DPRD lainnya.

(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubahan;atau

c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dan per.gubahan, DPRD menugasi komisi,
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gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerzh, atau panitia
khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daeiah tersebut.
(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan

dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah

dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan
bersama.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua, tingkat pembicaraar, yaitu pembicaraan
tingkat | dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
A.Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah

dilakukan dengan kegiatan sebegai berikut:

1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan
peraturan daerah;

2.pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan
daerah;dan

3.tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan
umum fraksi.

B.Dalam hal rancangan peraturun daerah berasal dari DPRD dilakukan
dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan kcniisi, pimpinan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia
khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan
daerah;

2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

C.Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus
yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna vang didat.ului dengan:
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1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/
pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat
fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat
paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka
2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufaket, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan
bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah

tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPkD masa itu.

18. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan BAB Xa, Pasal 114a, sebagai berikut:
BALE Xa
Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah
Pasal 114a
(1) Hubungan kerja antara DPRD dun kepala daerah didasarkan atas
kemitraan yang sejajar. '
(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk:
persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD;
c. persetujuan terhadap kerja sauma yang akan dilakukan Pemerintah
Daerah;
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala;dan
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala

daerah.

19. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingge berbunyi sebagai berikut:
Pasal 120
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Bupati, yang dianghkat berdasarkan

>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
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Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai dengan Dberakhir masa
jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan DPKD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembarg ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2C10 beserta peraturan perubahannya
dinyatakan sudah tidak berlaku lai.

Pasal Il
Peraturan DPRD Nomor.... Tahun 2015 ini berlaku pada vanggal diundangkar:.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan DPRD No.... Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturen DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan ci Rembang
Pada Langgal'.... Januari 2015

FaW ——2 s

ISPRD 3

BU PATEN REMBANG

v.a %_,
AJID KAMIL. MZ
Diundangkan di Rembang
Pada tanggal ........... 2015
SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATHONI, SH, M.Kn
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR ...
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